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Abstrak  

Program yang dijalankan oleh stakeholders dalam penelitian ini yaitu pengembangan city branding 

Kabupaten Lamongan. Upaya pengembangan city branding harus didasarkan pada pengembangan potensi 

daerah yang merata. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran stakeholders dalam 

pengembangan city branding “Lamongan Megilan”. Peran yang dijalankan oleh stakeholders apakah 

menjalankan peran sebagai policy creator; koordinator; fasilitator; implementor dan akselerator. Metode 

penelitian ini adalah deksriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Data yang sudah terkumpul lalu dianalisis dengan cara kondensasi data, penyajian data dan 

menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu terdapat stakeholders yang berperan sebagai policy creator 

adalah Diskominfo Kabupaten Lamongan. Stakeholders yang memiliki peran sebagai koordinator adalah 

Diskominfo Kabupaten Lamongan. Stakeholders yang berperan sebagai fasilitator adalah Diskominfo dan 

Disparbud Kabupaten Lamongan, dan stakeholders yang berperan sebagai implementor dalam 

pengembangan city branding “Lamongan Megilan” yaitu Diskominfo, Disparbud, Unisla, masyarakat 

(komunitas pokdarwis), media dan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Serta stakeholders yang 

berperan sebagai akselerator adalah Diskominfo dan Disparbud.  

 

Kata Kunci: Peran stakeholders, city branding, Lamongan Megilan. 

  

Abstract 

The program carried out by stakeholders in this research is the development of city branding in 

Lamongan Regency. Efforts to promote city branding must be based on a balanced development of 

regional potential. The goal of this research is to determine the stakeholder involvement in the 

development of the "Lamongan Megilan" city brand. Stakeholders play the following roles: policy 

developer; coordinator; facilitator; implementor; and accelerator. The research approach used in this study 

is descriptive-qualitative. Data was gathered using observation techniques, interviews, and 

documentation. The collected data is then analyzed by condensing the data, presenting it, and drawing 

conclusions. Depending on the results of this study, there are stakeholders who function as policy 

creators, namely the Lamongan Regency Diskominfo. The Lamongan Regency Diskominfo is the 

coordinator of stakeholders. Diskominfo and Disparbud Lamongan Regency are facilitators, and 

stakeholders who serve as implementers in the creation of city branding "Lamongan Megilan" include 

Diskominfo, Disparbud, Unisla, community (Pokdarwis community), media, and all Regional Apparatus 

Organizations (OPD). Diskominfo and Disparbud are two stakeholders who act as accelerators. 

Kata Kunci: Stakeholders, city branding, Lamongan Megilan. 

 

PENDAHULUAN  

Branding adalah alat penting dalam sebuah 

strategi pemasaran, brand merupakan temuan ilmu 

pemasaran yang digunakan untuk barang atau jasa. . 

Namun, pada perkembangannya konsep brand ini 

kemudian digunakan untuk objek seperti event, orang, dan 

tempat (place branding). Place branding sendiri 

merupakan disiplin ilmu ekonomi; ilmu politik; dan ilmu 

budaya dalam mengembangkan tempat yaitu kabupaten 

atau kota dan negara. City branding merupakan konsep 

lanjutan dari place branding, akademisi menggambarkan 

city branding sebagai branding dan pemasaran potensi 
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kota kepada masyarakat; pengunjung; dan investor. Branding mampu menjadi pendorong untuk 

mengembangkan potensi pariwisata daerah (Tamianingsih 

& Eprilianto, 2022), serta meningkatkan peluang untuk 

mendapatkan investasi; dan meningkatkan kredibilitas 

investor yang tinggi (Jayadi dan Cahyadi, 2021).  

Branding city atau city branding menjadi strategi 

yang kuat untuk menarik minat pengunjung atau 

wisatawan (Aulia dan Yulianti, 2019). Terdapat 100 

kabupaten atau kota yang masuk dalam kategori TOP city 

branding award 2022 (Rahmat, 2021). Hal ini tidak 

menutup kemungkinan dikarenakan Indonesia memiliki 

potensi Sumber Daya Alam (SDA) begitu melimpah, kaya 

akan keberagaman suku, budaya, ras dan adat istiadat. 

Potensi dan keberagaman yang dimiliki mampu 

membentuk pembangunan yaitu pembangunan sektor 

pariwisata (Susetyawati dan Sekarsari, 2021).  Sektor 

yang mampu memberikan manfaat bagi kehidupan 

masyarakat ditempat dan sekelilingnya (Al Fajri, 2019).  

City branding menjadi aset utama daerah dikarenakan 

sebagai pembentuk identitas kota agar dapat memasarkan 

segala potensi dan aktivitas kegiatan yang ada di kota 

tersebut serta mampu memperkuat positioning produk 

atau jasa (Bawole et al., 2021). Dapat dilihat dari daerah 

kabupaten atau kota bahkan negara yang sudah berhasil 

menerapkan city branding. Kabupaten Bogor berhasil 

menerapkan city branding “A Land Of Harmony”, hal ini 

mampu menggaet  jumlah pengunjung dan ketertarikan 

wisatawan yang berhasil mencapai 73,7% masuk dalam 

kategori baik (Aulia dan Yulianti, 2019). Penelitian yang 

sejalan yaitu penelitian dari (Megantari, 2018) 

menyatakan bahwa Kabupaten Ponorogo juga memiliki 

city branding “Ponorogo Ethnic Art of Java” melalui city 

branding ini kunjungan wisata dan daya tarik wisatawan 

berkembang cukup baik hingga mampu memperkenalkan 

potensi wisata ke publik secara luas. Yogyakarta dengan 

“Jogja Never Ending Asia” dan Solo dengan “Solo Spirit 

of Java”. 

 Implementasi city branding ini tentunya tidak terlepas 

dari campur tangan stakeholders terkait, peran 

stakeholders mutlak dibutuhkan dalam organisasi publik 

guna memperlancar semua kegiatan atau program 

(Setiawan dan Nurcahyanto, 2018). Stakeholders 

merupakan individu, kelompok atau lembaga yang dapat 

mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh sebuah 

pencapaian program (Hidayat et al., 2020). Aktor-aktor 

stakeholders harus mampu menjalankan tugas dan fungsi 

melalui konsep yang telah ditentukan sesuai fungsi 

(Maturbongs, 2020). Stakeholders tentunya memiliki 

peran dan tanggungjawab sesuai fungsi masing-masing, 

namun tidak menutup kemungkinan bahwa fungsi yang 

dimiliki oleh stakeholders lebih dari satu peran yang 

dijalankan (Dani Rahu dan Suprayitno, 2021).   

Pentingnya peran stakeholders terkait mampu 

membawa city branding  pada perhatian daerah, bahkan 

telah disambut oleh daerah kabupaten atau kota di 

Indonesia dengan  menciptakan karakter unik (Wang et 

al., 2020). Salah satu daerah yang mengembangkan city 

branding yaitu Kabupaten Lamongan. City branding 

Kabupaten Lamongan yaitu “Lamongan Megilan”. 

“Lamongan Megilan” merupakan sebuah logo yang 

disahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 digelar secara 

hybrid (Lamongankab, 2022). Megilan sendiri berarti 

paling, lebih, sangat, luar biasa, istimewa, megilan sendiri 

juga sebagai harapan bagi Kabupaten Lamongan untuk 

sebuah kejayaan.  Tagline ini menunjukan bahwa 

Kabupaten Lamongan sangat luar biasa baik dari segi 

budaya maupun wisata hingga kulinernya (P. K. 

Lamongan, 2021). Adanya city branding menjadi salah 

satu kepentingan bagi Kabupaten Lamongan dalam 

meratakan pembangunan melalui pengembangan potensi 

hal ini dikarenakan adanya kesenjangan pengembangan 

daerah terlebih khusus pada pengembangan spot 

pariwisata. Kata “Megilan” sendiri merupakan kata dialek 

khas Kabupaten Lamongan yang sudah meluas ke daerah-

daerah pinggiran Kabupaten Lamongan. Megilan sendiri 

berarti paling, lebih, sangat, luar biasa, istimewa, megilan 

sendiri juga sebagai harapan bagi Kabupaten Lamongan 

untuk sebuah kejayaan.  Tagline ini menunjukan bahwa 

Kabupaten Lamongan sangat luar biasa baik dari segi 

budaya maupun wisata hingga kulinernya (P. K. 

Lamongan, 2021). Adanya city branding menjadi salah 

satu kepentingan bagi Kabupaten Lamongan dalam 

meratakan pembangunan melalui pengembangan potensi 

hal ini dikarenakan adanya kesenjangan pengembangan 

daerah terlebih khusus pada pengembangan spot 

pariwisata.  Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua 

Bidang Pariwisata Disparbud Kabupaten Lamongan: 

“Pengembangan spot pariwisata yang banyak 

terfokus pada daerah pesisir utara, namun sekarang 

mulai melakukan pengembangan pada daerah pesisir 

selatan yang juga memiliki potensi wisata cukup 

tinggi.” (Wawancara 25 November 2022)  

 

Banyaknya obyek wisata yang dikembangkan di daerah 

pesisir utara daripada pesisir selatan dapat dilihat pada 

diagram berikut ini:    

Diagram 1. Sebaran Obyek Wisata Pesisir Utara dan 

Selatan 
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Sumber: Olahan Peneliti, 2022 

Diagram tersebut menunjukkan bahwa terdapat  

hampir 25 obyek wisata ada di daerah wilayah utara, dan 

5 ada dalam wilayah selatan yang sekarang masih proses 

pengembangan.  Adanya hal ini, menjadi salah satu yang 

melatarbelakangi  adanya sebuah program atau kebijakan 

untuk menggagas city branding kabupaten Lamongan. 

Selain itu alasan yang melatarbelakangi adanya city 

branding latar belakang historis, lingkungan alam, letak 

geografis, tradisi sosial budaya, dan kondisi 

perekonomian yang unik dibandingkan dengan kota-kota 

lain. Dilihat secara historis politik, Kabupaten Lamongan 

tidak pernah menjadi markas atau pusat pemerintahan 

kolonial Belanda. Adanya fakta historis ini memberikan 

nilai unik pada Kabupaten Lamongan dan masyarakatnya. 

Daerah yang memiliki 27 kecamatan dengan berbagai 

kombinasi karakter populasi dari petani, nelayan, 

perdagangan dan industri, didukung dengan kondisi 

masyarakat yang bersifat dinamis damai dan tingkat 

keamanan yang baik. 

 Selain itu, keadaan politik pemerintahan yang telah 

banyak mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari 

pemerintah pusat serta lembaga-lembaga independen 

memberikan identitas yang positif. Tidak hanya itu saja, 

melainkan didukung dengan banyaknya peninggalan 

sejarah, budaya  dan kesenian, terdapat  23 Adat Budaya; 

ada 4 jenis cagar budaya yang dimiliki baik itu situs; 

prasasti; bangunan  disetiap wilayah desa maupun 

kecamatan; dan terdapat 23 jenis kesenian dan 278 

seniman di Kabupaten Lamongan, (D.Lamongan, 2022).  

Memunculkan konsep city branding merupakan jawaban 

atas kondisi tersebut sebagai perencanaan yang ada tidak 

hanya dapat dilaksanakan tetapi juga mengangkat dan 

mengembangkan kekhasan kota sebagai brand yang 

memiliki nilai jual tinggi, (Susan et al., 2018). Selain itu, 

city branding sangat amat berpengaruh terhadap 

peningkatan jumlah pengunjung wisata, hal ini dapat 

dilihat dari jumlah ulasan atau pencarian  “Lamongan 

Megilan” yang mencapai 108 ribu dari peluncuran logo 

“Lamongan Megilan”. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

jumlah ulasan atau pencarian oleh publik pada gambar 

berikut ini:  

 

Gambar 1 Ulasan atau pencarian “Lamongan Megilan”. 

Sumber: https://lamongankab.go.id/ 

 

Upaya pengembangan city branding ini tentunya tidak 

terlepas dari adanya campur tangan dari beberapa peran 

stakeholders. Adapun stakeholders yang berperan aktif 

dalam pengembangan city branding “Lamongan 

Megilan” yaitu peran dari Disparbud; Diskominfo 

Kabupaten Lamongan; media yang ada di Lamongan; dan 

peran komunitas atau kelompok masyarakat. Disparbud 

Kabupaten Lamongan memiliki peran dalam menggali 

dan mengembangkan potensi wisata yang ada di daerah 

Kabupaten Lamongan melalui kerjasama antar pemerintah 

desa terkait. Selain itu, Diskominfo berperan penuh dalam 

mempromosikan dan memperluas adanya logo 

“Lamongan Megilan” yang ditujukan untuk dapat dikenal 

luas oleh masyarakat terlebih khusus masyarakat 

Kabupaten Lamongan. Adapun hasil nyata perubahan 

peningkatan jumlah pengunjung dari sebelum adanya city 

branding “Lamongan Megilan” sampai dengan 

diluncurkanya city branding tersebut, dapat dilihat melalui 

grafik berikut ini: 

Grafik 1. Jumlah Pengunjung dari tahun 2020-2022 

sebelum dan sesudah adanya city branding “Lamongan 

Megilan” 

 
Sumber: Olahan Peneliti, 2022 

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa adanya city 

branding mampu membawa perubahan yang cukup 

signifikan. Sejak diluncurkan city branding tepat pada 

tahun 2021 telah mampu mempromosikan destinasi wisata 

secara luas. Sehingga berbagai ragam pariwisata di 

Kabupaten Lamongan, baik wisata alam, kuliner, 

https://lamongankab.go.id/
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pedesaan dan perkotaan dapat dieksplor dan dikenal oleh 

publik dan dapat dijual dikancah Internasional (Ariyanto 

& Marom, 2021). Meskipun telah terdapat perubahan 

yang cukup signifikan dalam bertambahnya jumlah 

pengunjung, namun ternyata masyarakat Kabupaten 

Lamongan masih banyak yang belum mengetahui bahwa 

logo “Lamongan Megilan”  yang sudah beredar di area 

tempat umum itu merupakan identitas sebuah kota atau 

city branding. Sehingga masyarakat hanya menganggap 

bahwa itu hanya hal biasa dan hanya sekedar logo. Seperti 

yang disampaikan oleh ibu Indah masyarakat Sambeng 

Kabupaten Lamongan:  

“Kalau logo itu dinamakan city branding itu saya 

tidak tahu ya mbak, yang saya tahu ya wes sekedar 

logo dari Kabupaten Lamongan kan memang bandeng 

lele begitu. Kalau dikatakan sebagai city branding itu 

saya ndak tau, baru dengar kali ini saya.” 

(Wawancara 04 November 2022) 

 

Hal inilah yang menjadi sebuah masalah utama karena 

kegiatan sosialisasi, promosi dan koordinasi antara 

pemerintah dengan lapisan masyarakat masih cukup 

rendah.  Proses kegiatan peluncuran masih belum banyak 

diketahui oleh masyarakat yang tinggal jauh dari area 

kota, keterbatasan informasi dan pengetahuan akan 

adanya city branding berupa logo hanya diketahui oleh 

masyarakat kota  dan sekelilingnya. Berdasarkan hal 

tersebut menunjukkan bahwa dalam pengembangan city 

branding “Lamongan Megilan” masih memiliki 

kekurangan dalam melakukan kegiatan pengembangan 

perluasan pengenalan melalui kegiatan koordinasi antar 

stakeholders.  Berangkat dari latarbelakang tersebut, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan kajian terkait analisis 

peran stakeholders daerah dalam pengembangan city 

branding “Lamongan Megilan” untuk mengetahui peran 

stakholders yang sebenarnya.  .  

 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif 

melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, 

menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas 

atau keunggulan dari suatu perubahan yang tidak dapat 

dijelaskan dan diukur melalui pendekatan kuantitatif 

(Saryono, 2010: 1) (dalam Abdussamad, 2021). Fokus 

penelitian ini yaitu melakukan analisis terkait peran 

stakeholders daerah dalam pengembangan city branding 

“Lamongan Megilan” di Kabupaten Lamongan.  Fokus 

peran stakeholders yaitu policy creator, koordinator, 

fasilitator, implementor, akselerator. Teknik pengumpulan 

data penelitian, dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu kondensasi data; 

penyajian data; dan kesimpulan (Jannah, 2010). Subyek 

dalam penelitian ini yaitu Diskomoinfo, Disparbud, 

Pemerintah Desa Tlemang, Desa Pamotan dan Desa 

Labuhan. Universitas Islam Lamongan, Pokdarwis dan 

media Inside Lamongan dan media Radio Suara 

Lamongan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

City branding “Lamongan Megilan” tidak 

terlepas dari peran stakeholders yang memiliki beberapa 

fokus peran untuk dapat ikut serta melakukan 

pengembangan branding yang sudah dimiliki oleh 

Kabupaten Lamongan. Terdapat beberapa stakeholders 

yang terlibat dalam pengembangan city branding tersebut 

dan memiliki peran yang berbeda-beda setiap 

stakeholders. Fokus penelitian ini yaitu peran 

stakeholders yang terdiri dari 5 dimensi yaitu: 1) policy 

creator; 2) koordinator; 3) fasilitator; 4) implementor; 5) 

akselerator. Setiap stakeholders akan memiliki peran 

lebih dari satu dimensi bahkan berbeda-beda, sehingga 

hasil dari penelitian ini dapat diketahui peran dari setiap 

stakeholders selanjutnya akan dianalisis, untuk dapat 

mengetahui kesesuian dengan teori. Pengembangan city 

branding “Lamongan Megilan” tidak terlepas dari adanya 

campur tangan yang dijalankan oleh stakeholders daerah. 

Stakeholders yang ikut serta dalam pengembangan city 

branding “Lamongan Megilan” ada Diskominfo, 

Disparbud, Unisla, pokdarwis dan media. Peran yang 

dijalankan oleh setiap stakeholders tentu akan berbeda-

beda, dan terdapat staekholders yang memiliki peran 

lebih dari satu. Hal ini dapat dilihat pada bagan berikut 

ini:  

 
Sumber: Olahan Peneliti, 2022 
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Bagan tersebut, telah memberikan gambaran 

peran stakeholders daerah dalam pengembangan 

city branding “Lamongan Megilan”. Serta 

memberikan gambaran bentuk tindakan yang 

dijalankan oleh setiap stakeholders. Peran Policy 

creator sebagai pengambil keputusan dan penentu 

kebijakan dijalankan oleh Diskominfo. Peran 

koordinator sebagai pengkoordinir, pemberi tugas 

dan pengawasan dilakukan oleh Diskominfo. Peran 

Fasilitator yang merupakan penyedia fasilitas 

barang dan jasa yangbertujuan untuk mempermudah 

pelaksanaan kegiatan, peran ini dijalankan oleh 

Diskominfo dan Disparbud Kabupaten Lamongan. 

Peran implementor merupakan pelaksana kebijakan 

dan program yang dijalankan oleh Diskominfo, 

Disparbud, Unisla, Pokdarwis, Media dan semua 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten 

Lamongan. Serta peran akselerator merupakan 

mempercepat program atau kebijakan dengan 

pendanaan dan dukungan berupa pelatihan, 

pendampingan, peran ini dijalankan oleh 

Diskominfo dan Disparbud. Hal ini diuraikan dalam 

pembahasan  sebagai berikut ini:  

 

1. Policy Creator  

Policy creator merupakan sebuah peran yang 

dimiliki oleh seseorang atau instansi dalam 

mengambil sebuah keputusan dan penentu 

kebijakan. Memiliki peran sebagai pengambil 

sebuah keputusan dan penentu kebijakan tentunya 

harus memiliki dasar atau konsep seperti halnya 

mengidentifikasi fenomena dan masalah yang ada 

(intelegensia); memiliki desain dan analisa alternatif  

pemecah masalah; mampu memilih alternatif 

terbaik dari adanya suatu masalah (Sirojuddin et al., 

2022). Hal ini  seperti yang disampaikan oleh Bapak 

Wawan sebagai Staff Bidang Komunikasi dan 

Informasi Publik Diskominfo Kabupaten 

Lamongan: 

“Keterlibatan dalam pembuatan program, 

peraturan atau regulasi ada, termasuk 

pembuatan program adanya lomba Logo city 

branding “Lamongan Megilan” itu kami yang 

mempunyai tanggung jawab 

penuh  untuk  menyelenggarakan, mulai dari 

perumusan sampai pada tahap evaluasi 

kegiatan. Dalam perumusan regulasi tentang 

city branding “Lamongan Megilan” yang 

dituangkan dalam Perbup kami juga ikut serta.” 

(Wawancara 10 November 2022)  

 

Pernyataan tersebut diperkuat juga oleh Bapak 

Muhammad Hanif, sebagai Staff Bidang 

Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo 

Kabupaten Lamongan: 

“Tentu saja ada, karena yang menjalankan ide 

dari Bupati dan pembuatan program terkait city 

branding yaitu lomba logo city branding 

Kabupaten Lamongan itu dari Diskominfo, yang 

mengonsep dan merangkai kegiatan sampai 

pada pendanaan, panitia, itu dari Diskominfo 

semua. Kita kolaborasi dengan Disparbud untuk 

dapat membantu dalam penilaian mulai dari 

budayawan, ahli sejarah dan budaya dari kami 

(Diskominfo) meminta bantuan kepada 

Disparbud.” (Wawancara 10 November 2022) 

 

Dari hasil wawancara bersama informan dapat 

disimpulkan bahwa peran sebagai policy creator 

dalam pengembangan city branding “Lamongan 

Megilan” adalah Diskominfo Kabupaten Lamongan. 

Peran policy creator yang dijalankan oleh 

Diskominfo sebagian besar sudah berjalan bagus 

dan sesuai dengan konsep atau teori, terlebih khusus 

dalam mengambil sebuah keputusan terkait pogram 

lomba logo city branding Kabupaten Lamongan 

yang memiliki dampak sangat positif terlebih 

khusus mengajak masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi. Akan tetapi, dalam proses 

perencenaan atau perumusan seharusnya dapat 

melibatkan akdemisi di wilayah Kabupaten 

Lamongan, agar dapat tercipta suatu program yang 

dapat didukung dengan teori ilmiah atau pendekatan 

yang lainnya.  Diskominfo melakukan peran sebagai 

pengambil keputusan atas perintah dari Bupati 

Kabupaten Lamongan yaitu adanya kebijakan 

program dan pengelola lomba city branding 

Kabupaten Lamongan.  

Adanya penyelenggaraan lomba logo city 

branding juga merupakan bagian dari proses 

terbentuknya Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 

2021 Tentang City branding Kabupaten Lamongan. 

Karena hasil dari program ini menghasilan sebuah 

logo yang ditujukan sebagai suatu identitas yang 

diatur dalam sebuah peraturan bupati tersebut. 

Selain itu, Diskominfo juga berperan dalam 

menyusun draft Perbub tersebut, karena hanya 

Diskominfo Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) 

yang ikut serta melakukan penyusunan.  Sedangkan 

stakeholders yang lainya sebagai pendukung 

program dan pendukung data untuk terciptanya 

suatu kebijakan atau program.   
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2. Koordinator  

Koordinator merupakan peran stakeholders 

untuk mengkoordinasikan antar stakholders yang 

lainnya. Mengkoordinasikan atau kegiatan 

berkoordinasi dalam hal ini berarti  mengarahkan, 

mengintegrasikan unsur-unsur pengelolaan dan 

pekerjaan (Pustaka et al., 2011). Mengkoordinasikan 

berarti mengintegrasikan atau menghubungkan 

bagian-bagian yang saling tergantung saat 

melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan 

(Crowston, 1997). Mengarahkan dan 

mengkoordinasikan serta pengawasan memiliki 

beberapa jenis atau type yang diterapkan dalam suatu 

organisasi atau lembaga yaitu kegiatan mengarahkan 

dan mengkoordinasikan dapat dilakukan secara 

vertikal dan horizontal. Jika dilihat secara vertikal 

yaitu kegiatan mengarahkan dan mengkoordinasikan 

yang dilakukan oleh atasan kepada unit-unit satuan 

kerja yang ada dibawah wewenang dan tangunggung 

jawabnya. Hal ini sejalan dengan Pemanfaatan dari 

Perbub No 34 Tahun 2021 Pasal 4 ayat 2. Seperti 

yang dikatakan oleh bapak Wawan sebagai Staff 

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik 

Diskominfo Kabupaten Lamongan: 

“Ya karena Diskominfo sendiri yang menjadi 

penggerak OPD lainnya untuk mencantumkan 

dan memperluas penggunaan logo “Lamongan 

Megilan”. Selain itu kami juga menggandeng 

para UMKM untuk mencantumkan logo 

Lamongan Megilan di kemasan atau wadah 

snack, makanan dll. Kami juga menggandeng 

para pemilik usaha  sablon kaos dan konveksi 

untuk membuat kaos khusus “Lamongan 

Megilan” dan Alhamdulillah ini mampu 

membuka usaha masyarakat dan tentu mampu 

meningkatkan kondisi perekonomian.” 

(Wawancara 10 November 2022) 

 

Pengarahan, penugasan, himbauan melalui 

informasi secara tertulis atau tidak tertulis kepada 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), UMKM dan 

masyarakat dilakukan oleh Diskominfo dalam 

pengembangan city branding “Lamongan Megilan” 

ini diperkuat oleh Ibu Nunung Kepala Bidang 

Pariwisata Disparbud Kabupaten Lamongan: 

“Kita ini bukan koordinator tetapi kita Ini lebih 

ke pelaksana promosi city brandingnya. kami 

himbau untuk pelaku wisata dapat 

mencantumkan city brandingnya di setiap event 

atau spot foto (yang dibuat oleh pelaku 

wisatanya). Yang menjadi koordinator ini 

kayaknya lebih ke Diskominfo ya. Disparbud ini 

hanya mengarahkan masyarakat atau pelaku 

wisata untuk melakukan itu melalui surat 

edaran, kami berikan ke binaan kami yaitu 

pelaku wisata.” (Wawancara 25 November 

2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan 

dapat disimpulkan bahwa peran sebagai koordinator 

adalah Diskominfo Kabupaten Lamongan. 

Diskomifo menjalankan peran sebagai pengarah; 

pengkoordinir dan pengawasan kepada para 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan UMKM; 

memberikan tugas atau himbauan kepada 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan UMKM 

untuk menggunakan, mencantumkan dan 

menyebarkan logo “Lamongan Megilan” baik di 

lingkungan kantor, usaha dan event-event lainnya 

dan produk bagi UMKM yang berlandaskan Perbup 

Nomor 34 Tahun 2021 Tentang City Branding 

Kabupaten Lamongan. 

Peran yang dijalankan oleh Diskominfo sejalan 

dengan konsep atau teori dari peran koordinator, 

dimana mengawasi, mengarahkan, mengintegrasikan 

dan mengkoordinasikan melalui tugas yang diberikan 

kepada aktor yang dapat melakukan kerjasama serta 

melakukan pengelolaan dan pengawasan. Tetapi 

pelaksanaan kegiatan atau tindakan himbauan, 

pengkoordiniran masih belum berjalan secara merata 

karena masih terdapat desa yang belum mengetahui 

tentang city branding. Seperti halnya yang 

disampaikan pada hasil wawacara bahwa 

Diskominfo belum melakukan kegiatan safari 

sosialisasi ke desa-desa.  

Akan tetapi, peran Diskominfo menjadi 

koordinator masih belum berjalan maksimal perlu 

ditingkatkan lagi, karena masih terjadi kekurangan 

dalam memperluas sebaran informasi megenai city 

branding “Lamongan Megilan”. Hal ini seperti yang 

dilakukan peneliti melalui observasi dan wawancara 

bersama masyarakat dan perangkat desa, terlebih 

khusus pada wilayah pesisir selatan Kabupaten 

Lamongan yang masih belum mengetahui apa itu 

city branding dan makna logo bandeng lele yang 

sudah ada di beleho, tempat keramaian, media sosial 

dan website.  Serta kegiatan pengawasan penggunaan 

logo “Lamongan Megilan” terlebih khusus pada 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD); UMKM dan 

masyarakat belum dilakukan  termasuk pada wilayah 

pedesan jauh dari pusat kota. Suatu peran yang ada 

pada stakeholders tidak dapat berjalan sesuai 

harapan tanpa adanya pemerataan metode atau cara 

dalam melakukan sebaran informasi dan penugasan 

serta hubungan kolaborasi dan kerjasama yang saling 
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mendukung dan tentunya saling menguntungkan satu 

sama lain. Keuntungan disini tidak selalu dimaknai 

dengan fisik yaitu uang, tetapi keuntungan materi 

atau keuntungan melalui kegiatan program yang ada 

pada setiap stakeholders. 

 

3. Fasilitator  

Fasilitator merupakan peran sebagai penyedia 

fasilitas atau pemenuhan kebutuhan kelompok 

sasaran. Fasilitator juga sebagai pemandu proses atau 

seseorang yang membuat sebuah kegiatan atau 

proses menjadi lebih mudah dalam menggunakannya 

atau menjalankanya. Bahkan diartikan sebagai aktor 

yang memiliki peran memudahkan (Thomas, 2008). 

Pemenuhan kebutuhan atau fasilitasi menjadi sarana 

pendukung dalam menjalankan aktivitas serta 

mempermudah proses pelaksanaan kegiatan. Hal ini 

seperti yang disampaikan oleh bapak Wawan sebagai 

Staff Bidang Komunikasi dan Informasi Publik 

Diskominfo Kabupaten Lamongan: 

“Ya dalam hal ini Diskominfo berperan semua 

hal, mulai dari menyediakan fasilitas Sumber 

Daya Manusia (SDM), anggaran, teknologi. 

Yang menyediakan link seputar “Lamongan 

Megilan” untuk dapat diakses masyarakat 

umum itu juga dari Diskominfo 

(https://bit.ly/lamonganmegilan). Logo 

yang sudah terpasang disetiap mobil dinas 

seperti mobil sehat ya itu mengunduhnya di link 

yang sudah kami sediakan dan publish di 

website dan baleho” (Wawancara 10 November 

2022) 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Miftah 

Alamudin sebagai Sekretaris Disparbud Kabupaten 

Lamongan: 

“Semua OPD punya kewajiban untuk 

memfasilitasi. Karena city branding Lamongan 

Megilan ini milik semua masyarakat Lamongan. 

Kami selaku Disparbud yang memang fokusnya 

pada pengembangan potensi wisata maka, 

kegiatan yang bisa dilakukan ya ada sosialisasi 

terkait city branding “Lamongan Megilan”, 

tetapi tidak melulu memang sosialisasi city 

branding tetapi setiap ada event wisata kami 

selalu memberikan informasi apa itu Lamongan 

Megilan secara harfiah atau nilai (filosofi) dari 

Lamongan Megilan itu sendiri. Karena 

Lamongan Megilan ini tidak hanya dimaknai 

sebagai logo saja tetapi nilai dan filosofi yang 

harus kita tanamkan dan diwujudkan dalam 

setiap kegiatan.” (Wawancara 25 November 

2022) 

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Kak Wisnu 

Sebagai Ketua Pokdarwis Kabupaten Lamongan: 

“Kalau untuk fasilitas kami tidak memberikan 

ya, karena kami malah mendapatkan fasilitas 

dari Disparbud terkait dengan pelatihan dan 

pendampingan untuk pokdarwis dalam 

mengembangkan spot wisata, ya seperti seminar 

dan sosialisasi itu sering dilibatkan sih. Kita 

juga dibina oleh Disparbud bahkan  setiap 

tahun kita melakukan pelaporan dan seiap 

bulan juga ada control dari Disparbud, 

termasuk pelaporan spot wisata.” (Wawancara 

4 November 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan 

bahwa Diskominfo dan Disparbud Kabupaten 

Lamongan berperan sebagai fasilitator dalam 

pengembangan city branding “Lamongan Megilan”. 

Diskominfo dikatakan menjadi fasilitator karena 

berdasarkan hasil wawancara tersebut, Diskominfo 

yang menjadi penyedia dan pengelola logo 

“Lamongan Megilan” baik di media sosial, website 

dan baleho. Penyediaan berupa link yang dapat 

diakses oleh semua lapisan akan mempermudah 

masyarakat mengenal logo tersebut, dan akan 

berdampak pada perluasan sebaran logo sampai ke 

wilayah yang jauh dari pusat kota. Tidak hanya itu 

saja, link logo tersebut juga dipasang di baleho Alun-

Alun dan gapura selamat datang di wilayah 

Kabupaten Lamongan. Hasil penyebaran link 

tersebut, mobil dinas di setiap instansi sudah 

memasang stiker, baner, template di media sosial, 

tagline, ruangan kantor yang bertema “Lamongan 

Megilan”.  

Sedangkan Disparbud dikatakan sebagai 

fasilitator dikarenakan berdasarkan hasil wawancara 

Disparbud melakukan kegiatan berupa sosialisasi, 

pelatihan, pembinaan dan bimbingan teknis (bimtek) 

terlebih khusus kepada pelaku wisata (Pokdarwis) 

yang dilakukan secara berkelanjutan.  Kegiatan 

tersebut dilakukan setiap 1 -3 bulan sekali. Tujuan 

Disparbud melakukan kegiatan tersebut tentunya 

tidak lain untuk mengembangkan potensi wisata, 

sedangkan aspek penunjang terbesar perluasan 

pengembangan city branding yaitu dari sektor 

pariwisata (Pasca et al., 2022).  

Diskominfo sudah menjalankan peran sebagai 

fasilitator dengan bagus, karena sudah menyediakan 

link khusus seputar logo “Lamongan Megilan” agar 

masyarakat mudah dalam mencari dan 

mengunduhnya. Serta telah dipublis di media sosial, 

website Pemerintah Kabupaten Lamongan dan 

baleho. Hal ini juga sejalan dengan hasil observasi 

https://bit.ly/lamonganmegilan
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peneliti yang telah melakukan pengamatan di media 

sosial, website terkait adanya link seputar logo 

“Lamongan Megilan”.  Selain itu, Disparbud juga 

sudah mampu menjalankan peran sebagai penyedia 

fasilitas berupa jasa yang sudah sangat bagus. Hal ini 

dikatakan demikian, karena upaya pemberian berupa 

pelatihan, pendampingan dan pembinaan serta 

bimtek dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap 

kepada pelaku wisata atau pokdarwis. Hal ini, 

bahkan sudah terdapat hasil dari pemberian fasilitas 

berupa jasa yaitu para pelaku wisata sudah 

menerapkan penggunaan logo city branding disetiap 

event dan kaos kegiatan bahkan media sosial.  

 

4. Implementor  

Implementor merupakan pelaksana kebijakan 

dan termasuk didalamnya adalah kelompok sasaran. 

Implementor merupakan individu atau pejabat atau 

kelompok pemerintah atau swasta yang menjalankan 

program atau melakukan tindakan-tindakan yang 

telah digariskan untuk mencapai suatu tujuan (Dolly, 

2020). Tindakan sebagai pelaksana kegiatan  dalam 

pengembangan city branding “Lamongan Megilan” 

akan dilakukan oleh stakeholders sesuai dengan 

keputusan atau program yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Lamongan. Pelaksana 

program dengan menggunakan logo city branding 

“Lamongan Megilan” wajib dilakukan oleh semua 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten 

Lamongan, UMKM dan masyarakat, hal ini sesuai 

dengan Perbup Nomor 34 Tahun 2021 Tentang City 

Branding Kabupaten Lamongan. Hal ini seperti yang 

dikatakan oleh bapak Wawan sebagai Staff Bidang 

Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo 

Kabupaten Lamongan: 

“Seperti yang telah kita lakukan selain sebagai 

penyelenggara adanya lomba city branding 

Kabupaten Lamongan, dan tidak hanya 

menggandeng OPD saja tetapi disini kita 

menggandeng para pelaku UMKM untuk ikut 

serta melakukan pengembangan city branding. 

UMKM menjadi sasaran terbesar karena 

mampu membuka peluang usaha dan 

meningkatkan perekonomian masyarakat. 

UMKM kami himbau melalui Perbub yang 

sudah kami bagikan ke website dan para OPD. 

Disini kami ingin menjadi wadah bagi 

masyarakat untuk dapat berkembang yang 

didukung dengan adanya sebuah branding yang 

sudah Lamongan memiliki.” (Wawancara 10 

November 2022) 

 

Bentuk implementasi yang dilakukan 

Diskominfo melalui promosi dan menggandeng 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai 

langkah untuk melakukan penyebaran dan 

perluasaan pengetahuan tentang city branding dan 

penggunaan logo “Lamongan Megilan”. Tentu saja 

semua itu tidak terlepas dari dukungan dari 

stakaholders lainnya. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Ibu Nunung sebagai Kepala 

Bidang Pariwisata Disparbud Kabupaten 

Lamongan:  

“Ya kita ini lebih tepatnya sebagai pelaksana, 

karena gini ya meskipun sistemnya sudah 

kolaborasi namun terkait city branding ini yang 

mengelola lebih banyak itu pada Diskominfo. 

Kita ini diwajibkan untuk menginformasikan, 

mempromosikan kepada binaan-binaan kami 

(pelaku wisata, umkm). Disparbud ini hanya 

mengarahkan masyarakat atau pelaku wisata 

untuk melakukan itu melalui surat edaran, kami 

berikan ke binaan kami yaitu pelaku wisata. 

Dan dengan city branding ini yang mendasari 

kita untuk terus melakukan pengembangan spot 

wisata, dan sekarang ini kami sudah mulai 

membentuk dan merintis untuk melakukan 

pengembangan wisata di Sambeng yaitu di Desa 

Pataan.” (Wawancara 25 November 2022) 

 

Bentuk pelaksanaan suatu kebijakan atau program 

dalam pengembangan city branding “Lamongan 

Megilan” setiap stakaholders memiliki bagian 

tersendiri, hal ini seperti yang disampaikan oleh 

Bapak Abid Muhtarom sebagai Kepala Divisi 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 

Islam Lamongan: 

“Bentuk atau kegiatan yang bisa dilakukan oleh 

Unisla yaitu penelitian, pengabdian masyarakat 

dan kegiatan KKN yang sekarang ini memang 

Unisla lebih fokus ke daerah selatan. Ini 

dilakukan untuk membantu mengangkat potensi 

yang ada sehingga pengembangan wisata bisa 

seimbang antara pesisir utara dengan selatan. 

Hampir 27 Kecamatan sudah kita lakukan 

kegiatan penelitian Dosen yang melibatkan 

mahasiswa.  Kegiatan yang sekarang ini sedang 

kami lakukan pendampingan yaitu di Desa 

Pataan dan daerah pantai Lohgung.” 

(Wawancara 3 November 2022) 

 

Pernyataan tersebut juga ditambahkan oleh bapak 

Ronal Aziz sebagai Ketua Podarwis Labuhan 

Brondong wisata Pantai Kutang Kabupaten 

Lamongan: 
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“Ya, dengan cara pemakaian logo pada t-shirt 

atau media promosi lain.” (Wawancara 27 

November 2022) 

Selain itu, media yang ada di Lamongan juga ikut 

serta menggunakan logo dalam kegiatan konten, 

logo dan tagline “Lamongan Megilan” tercantum 

dalam media sosial, hal ini seperti yang 

disampaikan oleh  Naffa selaku crew dari media 

Inside Lamongan: 

“Inside Lamongan sendiri ikut serta dalam 

mempromosikan melalui konten-konten yang 

selalu mencantumkan logo “Lamongan 

Megilan” baik konten kuliner, dan informasi 

apa saja yang ada di wilayah Lamongan. 

informasi ini bisa berupa kebijakan, event yang 

menyangkut kepentingan publik. Selain itu 

konten dibuat semenarik mungkin dengan 

mengembangkan budaya, makanan, lokal untuk 

bisa dikenal lagi terutama anak-anak muda 

yang sekarang juga bisa belajar melalui 

media.  Selain itu, Inside pernah dapat 

undangan untuk meliput event kegiatan yang 

diadakan oleh Pemkab seperti kegiatan 

HJL.”(Wawancara 17 November 2022) 

 

Berdasarkan Hasil wawancara bersama 

informan, dapat disimpulkan bahwa stakeholders 

yang berperan sebagai implementor atau  pelaksana 

kebijakan atau program yaitu Diskominfo, 

Disparbud, Unisla dan masyarakat yaitu komunitas 

Pokdarwis serta Media. Hal ini dikarenakan adanya 

sebuah keterlibatan sebagai pelaksana dari adanya 

kebijakan atau program city branding “Lamongan 

Megilan”. Tindakan yang dilakukan oleh setiap 

stakeholders memiliki tujuan yang sama yaitu untuk 

membantu mencapai tujuan yaitu memperluas 

pengembangan city branding “Lamongan Megilan”. 

Disparbud ikut serta melaksanakan melalui kegiatan 

pengembangan sektor wisata, pelatihan dan 

pendampingan. Unisla sebagai akademisi ikut serta 

membantu dan mengajak masyarakat untuk 

mengembangkan potensi wilayah pesisir selatan 

melalui kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian 

dan KKNT.  Sedangkan pelaku wisata (Pokdarwis) 

dalam hal ini masyarakat ikut serta dengan 

melaksanakan event wisata dan menggunakan kaos 

sebagai upaya promosi city branding juga. Serta 

media ikut mempromosikan potensi wisata, kuliner 

dan budaya daerah dan event-event dengan cara 

mengeksplor melalui konten-konten menarik yang 

dibuatnya. 

Pelaksana pengembangan city branding 

“Lamongan Megilan” telah dijalankan cukup bagus 

oleh semua stakeholder termasuk semua Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lamongan 

terlebih khusus penggerak utama yaitu Diskominfo 

dan Disparbud melalui penggunaan logo di media 

sosial, di kantor, di baner, di area UMKM dan 

tagline di media sosial telah dilakukan oleh 

Pemerintah, UMKM, dan pelaku wisata. Pelaksanaan 

ini sebagai wujud menjalankan tuntutan sebuah 

program yang telah ditetapkan dan diputuskan.  

Akan tetapi penggunaan logo maupun tagline masih 

kurang berjalan maksimal di Unisla, hal ini 

dikarenakan Unisla hanya mencantumkan bener saat 

ada kerjasama bersama Pemkab saja dan penggunaan 

tagline di media sosial juga sangat jarang.  

Data tersebut didapatkan peneliti dari hasil 

observasi di wilayah kampus dan media sosial 

official Unisla dan hasil wawancara bersama Dosen 

Unisla. Tentu saja hal ini perlu adanya peningkatan 

kepedulian penggunaan logo agar dapat komitmen 

dalam menjalankan sebuah program yang telah 

ditetapkan. Meskipun demikian, yang mana sebagain 

besar pelaksanaan penggunaan logo “Lamongan 

Megilan” sudah cukup bagus dilakukan oleh semua 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada 

diwilayah kota dan sekelilingnya. Namun, 

berdasarkan observasi peneliti, penggunaan logo 

“Lamongan Megilan” masih cukup rendah 

diimplementasikan pada diwilayah yang  jauh  dari 

pusat kota, termasuk Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) yang ada di wilayah pesisir selatan 

Kabupaten Lamongan, dimana terdapat hampir 5 

Kecamatan yang ada di wilayah pesisir selatan 

Kabupaten Lamongan.    

 

5. Akselerator  

Akselerator merupakan peran untuk 

mempercepat dan membantu memberikan kontribusi 

pada suatu program yang dapat berjalan sesuai 

dengan sasaran bahkan untuk mempercepat 

pencapainya (Pauwels et al., 2015). Selain itu, 

elemen yang mencirikan akselerator yaitu berkaitan 

dengan struktur pendanaan (Pauwels et al., 2015). 

Upaya percepatan pengembangan “Lamongan 

Megilan” juga terus diupayakan. Hal ini disampaikan 

oleh bapak Wawan sebagai Staff Bidang Komunikasi 

dan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten 

Lamongan: 

“Bentuk atau upaya yang kami lakukan untuk 

terus menggencar percepatan ya dengan 

promosi tadi, melakukan himbaun, kerjasama 

dengan OPD, UMKM untuk menggunakan logo 

dan tagline yang berdasarkan peraturan yang 

sudah ada yaitu Perbup. Media sosial yang 
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terus kami progres terus menerus, tentu saja 

kami berharap akan terus mengalami kenaikan 

baik segi pariwisata, kuliner, UMKM dll terus 

mengalami kenaikan dengan adanya city 

branding ini.” (Wawancara 10 November 2022) 

 

Penggunaan logo city branding “Lamongan 

Megilan” juga dilakukan melalui berbagai cara, 

seperti melalui media sosial dan bekerjasama 

dengan media. Hal ini senada dengan yang 

disampaikan oleh bapak Miftah Alamudin sebagai 

Sekretaris Disparbud Kabupaten Lamongan: 

“Promosi kami lakukan untuk melakukan 

percepatan ya dengan semua media, tidak hanya 

media sosial, baik media sosial dan 

cetak.  Karena setiap bidang Disparbud 

mempunyai partner dari media. Salah satunya 

yaitu Radio Suara Lamongan yang sering 

menjadi partner dalam kegiatan. Kami 

melakukan cara dengan kerjasama dengan 

pengembang desa wisata, media dan UMKM 

juga.” (Wawancara 25 November 2022)  

 

Pernyataan percepatan melalui kerjasama dengan 

media didukung oleh Ibu Nunung sebagai Kepala 

Bidang Pariwisata Disparbud Kabupaten 

Lamongan: 

“Ya, media sosial kan otomatis ya bukan hal 

baru lagi ini. Ya seperti pembinaan, bimtek 

kepada binaan agar mereka tahu bahwa kita 

sudah punya city branding. Seperti pembuatan 

yel-yel juga. Dan salah satu upaya kita juga 

membuat tagline “Ayo Dolan Nang Lamongan” 

itu juga bentuk ajakan kita untuk memperluas 

city branding.  Selain itu, upaya untuk 

mempercepat juga seperti yang dikatakan ketua 

pokdarwis kami juga melakukan pembinaan, 

pendampingan sosialisasi yang berjalan secara 

terus menerus ke binaan kami. Media yang 

sering membantu setiap ada kegiatan event, 

yaitu Radio Suara Lamongan yang sering kami 

ajak bekerjasama.” (Wawancara 25 November 

2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara bersama 

informan, dapat disimpulkan bahwa upaya 

pengembangan city branding “Lamongan Megilan” 

yang dilakukan oleh berbagai stakeholders sangat 

beragam. Peran akselerator ini dilakukan oleh 

Diskominfo dan Disparbud Kabupaten Lamongan. 

Hal ini dikarenakan hasil wawancara dan data 

bahwa Diskominfo dan Disparbud memiliki kriteria 

sesuai dengan dasar atau konsep dari askselerator 

yaitu ada interaksi, pemantauan pendidikan dan 

pendanaan serta dukungan pada program maupun 

diluar program.  

Diskominfo dan Disparbud menjalankan peran 

sebagai akselerator sudah bagus. Hal ini dikarenakan 

sudah sejalan dengan konsep dasar akselerator yaitu 

terdapat hasil atau output dari pemberian fasilitas. 

Diskominfo melakukan percepatan melalui strategi 

pembuatan link seputar logo “Lamongan Megilan” 

yang berkolaborasi dengan semua Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) untuk disebarkan ke 

komunitas binaanya dan UMKM, strategi tersebut 

terbukti dengan adanya hasil bahwa sebagain besar 

semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah 

menggunakan logo “Lamongan Megilan” di kantor, 

bener dan kegiatan lainnya. Namun pengkoordiniran 

dan pengawasan yang dilakukan pada peran 

koordinator masih belum berjalan, sehingga 

perluasan penggunaan logo juga belum merata 

sepenuhnya.  

Sedangkan percepatan yang dilakukan oleh 

Disparbud melalui strategi pemberian pelatihan, 

pendampingan, binaan dan bimtek juga telah 

menunjukan hasil yaitu adanya jumlah kenaikan 

pengunjung pada spot wisata di tahun 2022. Hal ini 

menunjukan bahwa adanya sebuah hubungan dari 

peran sebagai fasilitator yang berdampak pada 

akselerator. Peran percepatan yang telah dilakukan 

oleh Diskominfo dan Disparbud ini tidak dimiliki 

oleh stakeholders lainnya, dimana dimana strategi 

yang dilakukan mampu melibatkan stakeholders 

lainnya dan ini dilakukan dengan tujuan utama atau 

khusus untuk perluasan city branding “Lamongan 

Megilan”.  
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PENUTUP 

Simpulan 

Pada bagian akhir skripsi ini, peneliti menarik 

beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang 

didasarkan pada temuan hasil penelitian. Rincian hasil 

dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berkut:  

1. Stakeholders primer atau utama yang terlibat 

dalam pengembangan city branding “Lamongan 

Megilan” yaitu Diskominfo dan Disparbud 
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Kabupaten Lamongan. Stakeholders sekunder 

yaitu Unisla (Akademisi), masyarakat (Pokdarwis) 

media dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).   

2. Peran stakeholders policy creator dijalankan oleh 

Diskominfo Kabupaten Lamongan sudah bagus 

melalui pengambilan keputusan program atau 

kebijakan lomba logo city branding Kabupaten 

Lamongan dan penyusunan draft Perbup. Namun, 

perencanaan program dan penyusunan draft tidak 

melibatkan akademisi. Peran koordinator ini 

masih berjalan kurang maksimal, karena upaya 

penyebaran masih belum menyeluruh dan 

pengawasan masih belum dilakukan oleh 

Diskominfo. Peran stakeholders fasilitator 

dijalankan oleh Diskominfo sudah bagus melalui 

penyediaan link seputar logo “Lamongan 

Megilan” di media sosial, website resmi 

Pemerintah Kabupaten Lamongan dan baner atau 

baleho. Disparbud juga sudah berjalan bagus 

melalui pemberian pelatihan, pendampingan, 

pembinaan dan bimtek pada pelaku wisata yang 

dilakukan secara berkelanjutan. Peran 

stakeholders implementor dijalankan oleh oleh 

semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 

Unisla, Pokdarwis dan media yang sudah berjalan 

cukup bagus, dikatakan demikian karena belum 

sepenuhnya mampu mengimplementasikan 

himbauan dan penugasan penggunaan logo 

“Lamongan Megilan”. Serta Peran stakeholders 

akselerator merupakan hasil dari pemberian 

fasilitas untuk kelompok sasaran yang dijalankan 

oleh Diskominfo dan Disparbud sudah 

menghasilkan output yag bagus. Akselarotor 

Diskominfo melalui link yang telah menunjukkan 

hasil sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) dan UMKM sudah menggunakan logo 

“Lamongan Megilan”. Hasil akselerator oleh 

Disparbud yaitu adanya kenaikan jumlah 

pengunjung yang melampaui target dan 

penggunaan logo “Lamongan Megilan” di desa 

atau penggiat wisata binaan Disparbud.  

Saran 

Berdasarkan dari pengkajian hasil di lapangan maka 

penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-

mudahan dapat bermanfaat bagi stakeholders yang 

terlibat, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah  

a. Diskominfo 

1. Diharapkan dapat melakukan kegiatan 

sosialisasi safari sampai ke wilayah desa, agar 

sebaran informasi dan penggunaan logo 

“Lamongan megilan” merata. Pengawasan 

penggunaan logo melalui link juga diharapkan 

dapat dilakukan untuk mampu mengukur 

berapa persen penggunaan logo “Lamongan 

Megilan”. serta diharapkan dapat melibatkan 

akademisi untuk membantu penyusunan draft 

Perbup gua membantu dalam kajian dan 

analisa keberhasilan city branding. 

2. Diharapkan dapat membuat terobosan baru 

dalam memperluas penggunaan logo 

“Lamongan Megilan” melalui kegiatan 

adminsitrasi, misalnya dapat dicantumkan 

berupa hastag di dalam surat dinas Pemerintah 

Kabupaten Lamongan. Kedepannya juga 

diharapkan dapat bekerjasama dengan swasta 

untuk mampu membantu dan mendukung baik 

dari materi maupun finansial untuk 

pengembangan city branding yang lebih luas.  

b. Disparbud  

Diharapkan dapat lebih fokus pada upaya 

pengembangan potensi wisata di wilayah 

pesisir selatan agar terjadi pemerataan 

pengembangan potensi daerah. selain itu, 

diharapkan lebih sering melakukan kegiatan 

pelatihan dan pendampingan pokdarwis di 

wilayah selatan, agar dapat memicu timbulnya 

ketertarikan para penggiat desa wisata pada 

wilayah selatan. Serta diharapkan dapat 

bekerjasama dengan swasta (business) untuk 

membantu memberikan fasilitas fisik maupun 

jasa agar pengembangan potensi wisata daerah 

dapat lebih merata, sehingga berdampak pada 

perluasan pengembangan city branding 

“Lamongan Megilan”.  

c. Pemerintah desa  

Pemerintah desa diharapkan dapat lebih patuh 

untuk melaksanakan penggunaan logo 

“Lamongan Megilan” di lingkungan kantor 

maupun mobil dinas. Dengan cara melakukan 

kunjungan website Pemerintah Kabupaten 

Lamongan dan menggunakan media sosial, 

agar dapat mengetahui perkembangan yang 

terjadi dalam Pemerintah Kabupaten 

Lamongan.  

2. Akademisi (Unisla) 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau 

penelitian diharapkan dapat mencantumkan logo 

“Lamongan Megilan”, sehingga tidak sekedar 

pemberitahun informasi dan mencantumkan 

pada bener atau event kerjasama saja. Unisla 

juga diharapkan dapat menggunakan logo atau 

template yang ada logo “Lamongan Megilan” 

sebagi bentuk untuk dapat membantu percepatan 

terlebih khusus kepada mahasiswa baik di media 

sosial atau cetak dan baner.  
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3. Masyarakat (Pokdarwis)  

Masyarakat (Pokdarwis) diharapkan dapat 

membuat template di media sosial seperti yang 

telah dicontohkan oleh Diskominfo dan 

Disparbud sebagai bentuk melakukan 

penyebaran informasi tentang city branding 

“Lamongan Megilan” kepada masyarakat lainya 

meskipun bukan sebagai pelaku wisata. 

4. Peneliti berikutnya  

Diharapkan dapat melakukan kajian lebih dalam 

terkait dengan temuan peran yang belum 

dijalankan agar dapat mengetahui 

perkembangan pengembangan city branding 

“Lamongan Megilan”.  
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